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ABSTRAK 

Lisa Handayani (2022) Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit 

Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus 

Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten 

Padang Lawas) 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Desa Aer Bale 
Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang melakukan kerjasama kebun 
kelapa sawit, dimana banyak pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk 
merawat kebunnya sehingga dikelolakan kepada orang lain. Dalam kerjasama ini 
semua hasil dari kebun tersebut dimiliki oleh pengelola. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana akad kerjasama musaqah kebun kelapa sawit di 
Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan bagaimana 
tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerjasama musaqah kebun kelapa sawit di 
Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang lawas.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pengumpulan 
datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun populasi dari 
penelitian ini adalah 12 orang dengan menggunakan total sampling, dimana 
semua populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 12 orang, 6 orang pemilik kebun 
dan 6 orang pengelola. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian 
dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan mengambarkan 
mengenai pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat 
diambil kesimpulannya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa akad 
kerjasama musaqah yang dilakukan masyarakat Desa Aer Bale dilakukan secara 
lisan berdasarkan kebiasaan yang berlaku sejak tahun 2017. Pemilik kebun 
menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk dirawat selama jangka waktu 
tertentu atas kesepakatan bersama. Kemudian semua hasil dari kebun tersebut 
dimiliki oleh pengelola, pemilik hanya memperoleh manfaat dari perawatan kebun 
miliknya dan kerjasama ini telah merugikan dua orang pemilik kebun karena ada 
pengelola yang tidak amanah terhadap perawatan kebun tersebut, sementara di 
awal akad sudah disepakati bahwa kebun tersebut harus dirawat dengan baik oleh 
pengelola sampai jangka waktu kerjasama berakhir. Tinjauan Fiqh Muamalah 
terhadap akad musaqah yang dilakukan masyarakat Desa Aer Bale belum sesuai 
dengan rukun dan syarat musaqah menurut hukum Islam, karena pemilik kebun 
dan pengelola melakukan kesepakatan dengan menentukan bahwa seluruh buah 
atau hasil kebun adalah milik salah satu dari mereka berdua yaitu untuk pengelola 
sementara pemilik kebun hanya memperoleh manfaat dari perawatan kebun 
miliknya sehingga merugikan dua orang pemilik kebun dan akad tersebut menjadi 
fasid/batal walaupun berdasarkan kesepakatan bersama. Namun untuk empat 
pemilik kebun yang tidak mengalami kerugian, akad yang dilakukan adalah sah 
dan tidak menyalahi hukum Islam karena telah disepakati kedua belah pihak. 
Kemudian perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pengelola untuk merawat kebun 
dengan baik sampai masa kerjasama selesai dipandang sebagai sebuah dosa besar 
yang dapat mengundang kebencian dan amarah dari Allah Swt karena Allah Swt 
menyeru hambanya untuk memenuhi segala bentuk perjanjian dan kewajiban. 
Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Musaqah Kebun Kelapa Sawit, Desa Aer Bale 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam adalah agama yang kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. 

Selain sumber hukum utama yakni Al-Qur‟an dan Al-Sunnah, Islam juga 

mengandung aspek penting yakni fiqih. Fiqih Islam sangat penting dan 

dibutuhkan oleh umat Islam, karena ia merupakan sebuah “manual book” dalam 

menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, 

syariah, dan sebagainya.
1
 Fiqih Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang 

berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan 

negara dan hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang 

yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di 

dunia dan di akhirat.
2
  

Ulama Fiqih membagi ilmu fiqih kepada dua bagian besar : pertama, fiqih 

ibadah, yaitu hukum syariat yang mengatur hubungan antara individu dengan 

Rabb-nya, menjelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah berupa 

amal (perbuatan) seperti mendirikan shalat dan puasa atau meninggalkan yang 

haram seperti memakan bangkai dan daging babi. Kedua, fiqih muamalah, yaitu 

hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau 

antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan 

                                                 
1
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

Cet. Ke-1, h. 19. 

 
2
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, 

(Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h. 6. 
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negara-negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, 

merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudaratan yang akan 

terjadi atau akan menimpa mereka.
3
 

Kebanyakan ahli fiqih telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala 

sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia (muamalah) 

adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu 

terlarang.
4
 Muamalah ialah hubungan manusia dengan manusia untuk 

mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-

baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama.
5
  

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta dibicarakan dan 

diatur dalam kitab-kitab fiqh karena kecenderungan manusia kepada harta itu 

begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak 

diatur, dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pergaulan hidup antara sesama 

manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan 

sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.
6
 Diantara kajian 

fiqih muamalah yang penting dan mendasar adalah kajian tentang akad 

                                                 
3
 Ibid. 

 
4
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-1, h. 25. 

 
5
 Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi‟i, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2007), Cet. Ke-2, h. 19. 

 
6
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 176. 
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(transaksi), karena produk, praktik dan kegiatan ekonomi syariah syaratnya 

dengan akad dengan seluruh ketentuannya dalam fiqih Islam.
7
 

 Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang 

lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala 

urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-

menyewa, bercocok tanam atau usaha yang lain-lain, baik dalam urusan diri 

sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan 

masyarakat jadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain 

menjadi teguh.
8
 Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah (5): 2 yang 

berbunyi: 

                  ……      

 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”
9
 

 

Berangkat dari analisa semantik manusia yang diungkap oleh al-Qur‟an, 

ditemukan bahwa kata al-nas yang menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial 

adalah kata yang paling banyak diungkap oleh al-Qur‟an sampai 240 kali. Hal ini 

menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia perlu berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dalam suasana itulah ia membutuhkan 

                                                 
7
 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fkih Muamalah Dinamika Teori dan Implementasinya 

Dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Cet. Ke-1, h. vi. 

 
8
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Jakarta: Attahiriyah Jakarta, 1954), h. 268. 

 
9
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: J-ART, 2015). h. 107. 
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kerjasama dengan orang lain apakah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup 

atau dalam pengembangan usaha bisnis.
10

 

Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam manusia harus berusaha 

dan bekerja. Allah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk mencari 

dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya 

selama tidak melanggar norma-norma agama. Sebagaimana firman Allah Swt 

dalam Q.S Al-Mulk (67): 15 yang berbunyi: 

                            

     

 

 “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezkinya. Dan hanya 

kepadanyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
11

 

 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menjadikan bumi dan 

segala kenikmatannya bukan hanya sekedar dijelajahi, melainkan untuk dikenali 

dan disadari manusia  bahwa bumi dan segala isinya berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dengan cara ditanam, dipupuk, diolah dan ditunai dari, oleh 

dan untuk manusia.
12

 

Indonesia dikenal dengan negara agraris karena selain memiliki lahan yang 

sangat luas juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah. 

                                                 
10

 Azhari Akmal Tarigan, Dasar-dasar Etika Bisnis Islam, (Jakarta: FEBI Pers, 2016), h. 

71. 

 
11

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: J-ART, 2015). h. 564. 

 
12

 Senata Adi, “Tafsir Surah Al-Mulk ayat 15: Untuk siapa bumi dan segala isinya”, 

https://bincangsyariah.com/kalam/tafsir-surah-al-mulk-ayat-15-untuk-siapa-bumi-dan-segala-

isinya/. Diakses pada 24 Maret 2021. 

https://bincangsyariah.com/kalam/tafsir-surah-al-mulk-ayat-15-untuk-siapa-bumi-dan-segala-isinya/
https://bincangsyariah.com/kalam/tafsir-surah-al-mulk-ayat-15-untuk-siapa-bumi-dan-segala-isinya/
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Pertanian atau perkebunan menjadi sektor yang masih potensial untuk di garap 

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia serta sebagai sumber 

penghasilan. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam 

pertumbuhan perekonomian, hal ini karena banyaknya masyarakat yang 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama masyarakat 

pedesaan.
13

 

Secara umum kerjasama adalah suatu bentuk tolong menolong yang 

disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan 

permusuhan.
14

 Dalam agama Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki 

tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkan dan mengelolanya. 

Terkait dengan hal ini perlu diciptakan suasana yang baik terhadap sesama 

manusia dengan bentuk praktik muamalah pada pengelolaan tanah yang pada 

umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain.
 15

 

Bagi hasil pertanian merupakan transaksi pengelolaan tanah yang lazim di 

seluruh Indonesia. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan 

tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja 

dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dalam Islam, sistem 

bagi hasil pertanian disebut dengan sistem muzara‟ah, mukhabarah dan 

                                                 
13

 Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Makro Perspektif 

Akad Mukhabarah”, dalam Journal of Sharia Economic Law, Volume 3., No. 1., (2020), h. 46. 

 
14

 Amir Syarifuddin, op. cit, h. 239. 

 
15

 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 1993), h. 12. 
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musaqah.
16

 Muzara‟ah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana 

pihak pertama pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu 

penggarap untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara 

mereka dengan perimbangan setengah-setengah atau sepertiga dua pertiga atau 

lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan 

mereka.
17

 

Pengertian muzara‟ah sama dengan mukhabarah hanya saja Syafi‟iyah 

mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah, apabila bibit 

dikeluarkan oleh penggarap maka istilahnya adalah mukhabarah.
18

 Sedangkan 

musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani 

penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga 

memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan 

pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap 

sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
19

 Bedanya dengan muzara‟ah yaitu 

dalam musaqah benih/bibit sudah ditanami di lahan sedangkan dalam muzara‟ah 

benih/bibitnya belum ditanami di lahan. 

Bentuk kerjasama diatas banyak dilakukan oleh umat manusia dalam  

bidang pertanian dan perkebunan, salah satunya adalah bentuk kerjasama 

musaqah. Di dalam musaqah terdapat orang yang mengelola dan memenuhi 

                                                 
16

 Suyoto Arief dan Adib Susilo, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model 

Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Keresidenan Madiun”, dalam Jurnal Ekonomi 

Syariah, Volume 4., No. 2., (2019), h. 205. 

 
17

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet Ke-3, h. 394. 

 
18

 Ibid. 

 
19

 Abdul Rahman Ghazaly, et.al., Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 

Cet. Ke-5, h. 109-110. 
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segala kebutuhan tanaman itu berupa perawatan dengan timbal balik bagian 

tertentu (hak bersama) dari hasil buahnya. Petani (pengelola) dan pemilik kebun 

mereka merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, petani (pengelola) 

akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa adanya perkebunan dan pemilik 

perkebunan, begitu juga pemilik perkebunan yang sangat membutuhkan tenaga 

dari petani (pengelola), sehingga terciptanya kerjasama antara yang satu dengan 

yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong menolong antara satu dengan yang 

lainnya. 

Adapun dibolehkannya musaqah adalah pendapat jumhur ulama, yaitu 

Malik, Syafi‟I, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Hasan dua orang 

pengikut Abu Hanifah, Ahmad dann Daud. Musaqah menurut mereka adalah 

sesuatu yang dikecualikan dengan hadits dari jual beli sesuatu yang belum 

terwujud, serta dikecualikan dari penyewaan yang tidak jelas.
20

 Tanaman yang 

diakadkan dalam musaqah adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah 

untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit, atau yang bergetah untuk 

mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya.
21

 

 Kebun kelapa sawit merupakan salah satu dari sumber mata pencaharian 

bagi masyarakat Desa Air Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. 

Namun, banyak pemilik kebun kelapa sawit yang tidak bisa menjalankan 

usahanya dengan cara yang produktif karena tidak mampu untuk mengelola 

sendiri perkebunan yang mereka miliki, yang menjadi alasannya adalah 

kurangnya waktu mereka dikarenakan adanya usaha yang lain dan terkendala pada 

                                                 
20

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 483. 

 
21

 Amir Syarifuddin, op. cit, h. 243. 
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biaya. Sementara banyak ditemukan orang yang mampu untuk mengelola kebun 

tetapi tidak mempunyai modal/lahan untuk digarap. Banyak pemilik kebun yang 

bekerjasama dengan pengelola untuk mengelola kebunnya. Salah satu bentuk 

kerjasama masyarakat di Desa Air Bale ini adalah dengan menggunakan sistem 

musaqah.
22 

 

Dalam pelaksanaan kerjasama musaqah kebun kelapa sawit yang terjadi di 

Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, telah terjadi kerjasama 

antara pemilik kebun dengan pengelola. Pemilik kebun memberikan kebun kelapa 

sawitnya yang sudah ditanami kepada pengelola dalam jangka waktu tertentu 

untuk dirawat atau dipelihara sampai mengahasilkan buah. Sementara pemilik 

kebun tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut. Namun, alat dan biaya untuk 

perawatan kebun ditanggung oleh pengelola
23

. 

Dalam pembagian hasil dari kerjasama ini, pemilik kebun tidak mendapat 

bagian dari hasil panen kelapa sawit selama jangka waktu yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak, semua hasil panen dimiliki oleh pengelola. Selain itu, 

pemilik kebun merasa dirugikan karena setelah panen hasil kelapa sawit, 

pengelola tidak lagi merawat kebun dengan baik, sementara jangka waktu 

kerjasama telah berakhir dan kebun dikembalikan kepada pemilik
24

. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, terdapat 

ketidaksinkronan antara kerjasama tersebut dengan kerjasama musaqah menurut 

hukum Islam, yaitu pada sistem bagi hasilnya yang mengkhususkan untuk satu 

                                                 
22

 Sawal Siregar, Pemilik Kebun, Wawancara,  Desa Aer Bale, 20 Maret 2021. 

 
23

 Zupri Sahala Hasibuan, Pengelola Kebun, Wawancara, Desa Aer Bale, 20 Maret 2021.. 

 
24

 Bintang Hasibuan, Pemilik Kebun, Wawancara, Desa Aer Bale, 20 Maret 2021. 
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pihak saja. Sementara dalam kerjasama musaqah, hasil (buah) yang dihasilkan 

dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang 

mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga, dan sebagainya.
25

 Apabila disyaratkan 

hasil yang diperoleh hanya untuk salah satu pihak maka musaqah menjadi fasid.
26

  

Beranjak dari beberapa permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam sehingga termotivasi mengadakan penelitian dengan 

judul: “Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Menurut 

Fiqh Muamlah (Studi Kasus Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten 

Padang Lawas)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai 

dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti membatasi 

permasalahan ini pada “Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit Di Desa 

Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, untuk lebih 

terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah dalam hal ini 

sebagai berikut : 

                                                 
25

 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h. 

285. 

 
26

 Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h. 410. 
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1. Bagaimana Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit di Desa Aer Bale 

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Musaqah 

Kebun Kelapa Sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang 

lawas? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas maka secara 

umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain : 

1. Tujuan Penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit di 

Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. 

b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama 

Musaqah Kebun Kelapa Sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa 

Kabupaten Padang Lawas. 

2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, 

intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai 

bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Akad 

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak 

disebut al-uqud yang berarti ikatan atau simpul tali.
27

 Pengertian akad pada 

asal bahasa adalah mengikat mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat 

salah satunya dengan lainnya, sehingga bersambung lalu keduanya menjadi 

sebagai sepotong benda.
28

 Secara terminologis akad adalah pertalian ijab 

(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) 

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.
29

 

Dalam istilah fiqh, akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi 

tekad seseorang untuk melaksanakan baik itu yang muncul dari satu pihak 

seperti, wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti, 

jual beli, sewa menyewa, wakalah dan lain-lain.
30

 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan 

akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih 

                                                 
27

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019),  Cet. Ke-5, h. 71. 

 
28

 A. Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 31. 

 
29

 Abdul Rahman Ghazaly, et.al., op. cit, h. 51. 

 
30

 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 

h. 35. 
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untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
31

 Dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefenisikan akad atau perjanjian adalah 

persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau 

lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang dibuat dalam persetujuan 

itu.
32

 

Setelah diketahui bahwa akad adalah suatu perbuatan yang disengaja 

oleh dua belah pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka 

akan timbul rukun-rukun akad yaitu: 

a. Akid atau Orang-orang yang berakad 

b. Ma‟qud „Alaih atau benda-benda yang diakadkan 

c. Maudhu „Al-Akad atau tujuan mengadakan akad 

d. Siqhat „Al-Aqad atau atau ijab dan Kabul.
33

 

Menurut Ulama Fiqh telah mengemukakan akad di dalam Islam itu 

terbagi atas: 

a. Dilihat dari keabsahannya menurut syara‟ maka akad terbagi atas dua 

bagian yaitu sebagai berikut: 

1) Akad Shahih (akad sah) yaitu akad yang memenuhi syarat dan 

rukunnya. Pada akad shahih ini berlaku akibat hukum yang 

ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak 

tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad yang shahih  

                                                 
31

 Mardani, op. cit, h. 72. 

 
32

 Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 

h. 402. 

 
33

 Abdul Rahman Ghazaly, et.al., op. cit, h. 52. 
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timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang 

melakukan akad, yakni hak dan kewajiban. 

2) Ghair Shahih (akad tidak sah) yaitu akad yang terdapat kekurangan 

rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu 

tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. 

Hukum akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, yakni tidak ada 

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai 

akibat dari akad tersebut dan akad tersebut dianggap batal seperti jual 

beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain di dalam 

hukum tidak ada transaksi.
34

 

b. Dilihat dari segi penamaannya para Ulama Fiqh membagi akad kepada 

dua macam yaitu sebagai berikut: 

1) Al-Uqud Al-Musamma yaitu akad yang ditentukan namanya oleh 

syara‟ serta dijelaskan hukumnya seperti jual beli, sewa-menyewa, 

perserikatan, hibah, al-wakalah dan lain-lain. 

2) Al-Uqud Ghair Al-Musamma ialah akad-akad yang penamaannya 

dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di 

sepanjang zaman dan tempat, seperti seperti al-istishna‟ dan ba‟i al-

wafa.
35

 

 

 

                                                 
34

 Abdul Aziz Dahlan, Enseklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 

2003), h. 63-65. 

 
35

 Abdul Rahman Ghazaly, et.al., op. cit, h. 58. 
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c. Dilihat dari segi akad tujuannya terbagi dua yaitu sebagai berikut: 

1) Akad Tabarru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan 

murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah 

SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif. 

Akad yang termasuk dalam kategori ini seperti Wakaf, Hibah, 

Wakalah, Kafalah, Ibra‟, Rahn, Wasiat, dan Hawalah. 

2) Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan 

mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syaratnya telah dipenuhi 

semuanya. Akad yang termasuk ke dalam kategori ini adalah 

Murabahah, Salam, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah.
36

 

Kemudian batalnya suatu akad disebabkan beberapa hal yaitu sebagai 

berikut: 

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir. Lazimnya suatu perjanjian selalu 

didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah dicapai kepada 

waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah 

diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat 

dalam surat At-Taubah (9) : 4 yang berbunyi: 

                       

                           

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian 

(dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi 

perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang 

memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai 

                                                 
36

 Mardani, op. cit, h. 77. 
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batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaqwa”.
37

 

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dengan kalimat “Penuhilah janji 

sampai batas waktunya”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi 

perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan 

demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian 

itu batal dengan sendirinya. 

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian. Apabila salah satu pihak 

yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah 

diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. 

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9): 7 yang 

berbunyi:  

                      

“Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu 

berlaku lurus (pula) terhadap mereka, sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa.”
38

 

 

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat “selama mereka 

berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap 

mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu 

pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan 

perjanjian yang telah disepakati 

c. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan). Apabila salah 

satu pihak melakukan kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah 

                                                 
37

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: J-ART, 2015). h. 188. 

 
38

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: J-ART, 2015). h. 189. 
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satu pihak terbukti melakukan penghianatan terhadap apa yang telah 

diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak 

lainnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal (8): 58 

yang berbunyi: 

                       

        

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 

golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan 

cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berkhianat”.
39

 

 

Dari bunyi ayat di atas, demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan 

apabila ada suatu bukti pengkhianatan.
40

 

d. Wafat salah satu pihak yang berakad. Walaupun salah satu pihak wafat, 

dapat diteruskan olah ahli warisnya seperti akad sewa, gadai, dan 

perserikatan dagang (syirkah). Dengan demikian tidak ada pihak yang 

dirugikan.
41

 

2. Pengertian Musaqah 

Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada 

pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya 

mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang 

                                                 
39
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diurus sebagai imbalan.
42

 Musaqah dalam arti bahasa merupakan wazn 

mufa‟alah dari kata as-saqyu yang sinonimnya asy-syurbu, artinya memberi 

minum. Penduduk Madinah menamai musaqah dengan mu‟amalah, yang 

merupakan wazn mufa‟alah dari kata „amila yang artinya bekerja 

(bekerjasama).
43

 Jadi dapat disimpulkan Al-Musaqah menurut etimologi 

adalah  transaksi dalam pengairan.
44

 

Adapun musaqah secara terminologi adalah transaksi untuk merawat 

pohon dengan upah sebagian buahnya.
45

 Menurut syara‟ musaqah adalah 

suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya 

dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi diantara mereka berdua.
46

 

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, musaqah ialah akad untuk 

pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan 

syarat-syarat tertentu. Menurut Ibn „Abidin yang dikutip Nasrun Haroen, 

musaqah ialah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan 

dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun 

itu.
47
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Sedangkan Menurut ulama Syafi‟iyah musaqah ialah mempekerjakan 

petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan 

cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi 

bersama antara pemilik dengan petani penggarap.
48

 Menurut Hasbi Ash-

Shiddieqi yang dimaksud dengan al-musaqah ialah syarikat pertanian untuk 

memperoleh hasil dari pepohonan.
49

 

Menurut Malikiyah al-musaqah ialah sesuatu yang tumbuh di tanah. 

Sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam, yaitu:
50

 

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik 

serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon 

anggur dan zaitun. 

b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon 

kayu keras, karet, dan jati. 

c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat 

dipetik, seperti padi dan qatsha‟ah. 

d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang 

dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga 

mawar. 

e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, 

bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah 

dan di tempat lainnya.  
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Menurut Hanabilah al-musaqah mencakup dua masalah, yaitu:
51

 

a. Pemilik meyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, 

kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai 

bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau 

setengahnnya. 

b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum 

ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, 

yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang 

ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah mugharasah karena 

pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya. 

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat dipahami bahwa musaqah atau 

muamalah adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama 

memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, 

disirami dan dirawat sehingga pohon tersebut mengahasilkan buah-buahan, 

dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua.
52

  

Akad ini diharuskan (dibolehkan) oleh agama, karena banyak yang 

berhajat kepadanya. Memang banyak orang yang mempunyai kebun sedang 

dia tidak dapat memeliharanya, sedang yang lain tidak mempunyai kebun 

tetapi sungguh bekerja, maka dengan adanya peraturan ini keduanya dapat 
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hidup dengan baik, hasil Negara pun bertambah banyak, masyarakat 

bertambah makmur.
53

 

3. Dasar Hukum Musaqah 

 Dasar hukum musaqah yang bersumber dari Al-Qur‟an diantaranya 

adalah Q.S Al-Maidah (5): 2: 

                  ……     

 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
54

 

 

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia agar 

saling membantu dan tolong-menolong dalam kebaikan. Wujud tolong-

menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang 

yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan 

pekerjaan kepada mereka.  

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Jumhur ulama 

(Malik, Syafi‟i dan Ahmad), musaqah dibolehkan dengan beberapa syarat.
 55

 

Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw: 

سَلَّنَ عَاهَلَ أَُْلَ خَيْثشََ تشَِطْشِ  َّ  َِ آلِ َّ  َِ  عَيْ اتْيِ عُوَشَ أىََّ الٌَّثيَِّ صَلىّ اللهُ عَليَْ

ّْ صَسْعٍ   هَا يخَْشُجُ هِيْ ثوََشٍ أَ

“Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw bekerjasama dengan penduduk Khaibar 

(menyirami tanaman) dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh, 

baik berupa buah-buahan maupun pepohonan. (HR. Jama‟ah).
56
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Jumhur ulama membolehkan bagi hasil pada musaqah dengan berpegang 

pada hadits sahih Ibnu Umar r.a yaitu: 

ذِ  ِ عَيْ هُحَوَّ ِ تْيِ عُوَشَعَيْ سَسُْلِ اللهَّ حْوَيِ عَيْ ًاَفعٍِ عَيْ عَثْذِ اللهَّ تْيِ عَثْذِ الشَّ

أسَْضَِاَ عَلىَ أىَْ  َّ ُ دَفعََ إلِىَ يَُِْدِ خَيْثشََ ًخَْلَ خَيْثشََ  سَلَّن أًَََّ َّ  َِ ُ عَليَْ صَلى اللهَّ

لشَِسُْلِ يعَْ  َّ ِِنْ  الِ َْ سَلَّنْ شَطْشُ ثوََشُِاَ توَِلُُْاَ هِيْ أهَْ َّ  َِ ُ عَليَْ ِ صَلى اللهَّ اللهَّ  

“Dari Muhammad bin Abdurrohman dari nafi‟ dari „Abdillah bin Umar 

dari Rasulullah Saw bahwa Rasulullah Saw menyerahkan kepada orang-

orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah khaibar dengan syarat 

mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah 

separuh dari buahnya.”
57

 

 

Ibnu Qudamah, pengarang al-Mughni, mengutip pendapat Abu Ja‟far 

Muhammad Ibnu „Ali Ibni Husain Ibni „Ali Ibni Abi Thalib Radhiyallahu 

„anhum, “Rasulullah Saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah 

separuh hasil yang keluar darinya. Kemudian diteruskan oleh Abu Bakr, 

„Umar, Utsman, „Ali, keluarga mereka hingga sekarang dengan bagian 

sepertiga atau seperempat. Demikian ini tidak ada yang menyangkalnya 

sehingga statusnya menjadi ijma‟ sukuti (ijma‟ diam, yakni sebagian ulama 

melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, sedangkan yang lain tidak 

memberi komentar apa pun). Pendapat ini diikuti oleh „Ali, Ibnu Mas‟ud, 

Umar Ibnu Abdil Aziz, al-Qasim, Urwah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Yusuf, 

Muhammad Ibnu al-Husain, dan lain sebagainya.
 58
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Berdasarkan hadis di atas, kebolehan musaqah didasarkan atas Ijma‟ 

(kesepakatan para ulama fiqh), karena sudah merupakan suatu transaksi yang 

amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.
59

 

Disamping itu kerjasama musaqah ini saling memberi manfaat kedua belah 

pihak di bidang pertanian atau perkebunan. Oleh karena itu, kerjasama ini 

dibenarkan.
60

 

4. Rukun Musaqah 

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam 

akad al-musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari 

petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Sedangkan jumhur 

ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah 

berpendirian bahwa transaksi al-musaqah harus memenuhi lima rukun, 

yaitu:
61

 

a. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi. 

b. Tanah yang dijadikan objek al-musaqah. 

c. Jenis usaha yang akan  dilakukan petani penggarap. 

d. Ketentuan mengenai pembagian hasil al-musaqah. 

e. Shigat (ungkapan) ijab dan qabul. 

Di samping itu, akad al-musaqah baru bersifat mengikat, menurut 

ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad al-musaqah antara pemilik 

tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad 

                                                 
59

 Nasrun Haroen, op. cit, h. 283. 

 
60

 Farida Arianti, op. cit, h. 105. 

 
61

 Nasrun Haroen, loc. cit. 



23 

 

 

 

al-musaqah baru bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai 

pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh qabul. Menurut ulama Syafi‟iyah 

akad al-musaqah  baru bersifat mengikat harus didahului dengan qabul dari 

petani penggarap, sekalipun perincian pekerjaan petani tidak dijelaskan. 

5. Syarat-Syarat Musaqah 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun 

adalah:
62

 

a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi al-musaqah harus orang 

yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig), dan berakal. 

b. Objek al-musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai 

buah. Dalam menentukan objek al-musaqah ini terdapat perbedaan 

pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah yang boleh menjadi 

objek al-musaqah adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), 

seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah 

muta‟akhkhirin menyatakan al-musaqah juga berlaku pada pepohonan 

yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama 

Malikiyah menyatakan bahwa yang menjadi objek al-musaqah itu adalah 

tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur, 

dengan syarat bahwa: 

1) Akad al-musaqah itu dilakukan sebelum buah itu laik panen. 

2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas. 

3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh. 
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4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara 

tanaman itu. 

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek al-

musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi, oleh 

sebab itu, al-musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak 

memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa yang 

boleh dijadikan objek akad al-musaqah adalah kurma dan anggur saja. 

c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad 

berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah. 

d. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka 

bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, 

dibagi tiga dan sebagainya. Menurut pendapat al-Syafi‟i yang terkuat, sah 

melakukan perjanjian musaqah pada kebun yang telah mulai berbuah, 

tapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang). 

e. Lamanya perjanjian itu harus jelas, karena transaksi itu hampir sama 

dengan transaksi sewa-menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian. 

Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-

Syaibani (dua tokoh Hanafiyah), bahwa penetapan jangka waktu itu 

bukanlah merupakan suatu keharusan dalam al-musaqah, tapi dipahami 

sebagai suatu cara yang terbaik, karena musim berbuah suatu tanaman 

dapat dimaklumi sesuai dengan kebiasaan yang ada.  

Kalaupun ada kekeliruan dalam memperkirakan musim berbuah 

suatu tanaman, itu hanya sedikit. Lebih jauh ulama Hanafiyah 
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berpendapat bahwa penentuan waktu dianggap kurang baik. Bahkan tidak 

ditentukan waktunya dipandang sebagai suatu kebaikan (istihsan) bagi 

masyarakat yang melakukan perjanjian al-musaqah, karena boleh jadi 

masa berbuah sebuah tanaman berbeda setiap tahunnya. Sejalan dengan 

pendapat ulama Hanafiyah di atas, Daud az-Zahiri berpendapat bahwa 

penentuan waktu bukan merupakan suatu syarat, dan hal itu diserahkan 

kepada kebiasaan setempat.
63

 

6. Hukum Musaqah yang Shahih dan Fasid 

Musaqah yang shahih adalah akad musaqah yang syarat-syaratnya 

terpenuhi. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka musaqah menjadi 

fasid.
64

 

a. Hukum Musaqah yang Shahih 

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk musaqah yang 

shahih.
65

 

1) Menurut Hanafiah 

Ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum 

yang berlaku untuk musaqah sebagai berikut: 

a) Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon 

merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan 

menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap. 
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b) Hasil yang diperoleh dibagi diantara kedua belah pihak berdasarkan 

syarat-syarat yang disepakati. 

c) Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak 

tidak mendapatkan apa-apa. 

d) Akad musaqah merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi 

kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa 

menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa 

persetujuan pihak yang lain, kecuali karena udzur. 

e) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk melakukan pekerjaannya, 

kecuali karena udzur. 

f) Dibolehkan menambah hasil (bagian) dari ketetapan yang telah 

disepakati. 

g) Penggarap tidak boleh memberikan musaqah kepada orang lain, 

kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia 

melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan musaqah 

kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik 

pohon, dan penggarap pertama tidak mendapat upah, sedangkan 

untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan 

pekerjaannya. 

2) Menurut Malikiyah 

Pada umumnya ulama Malikiyah meyepakati hukum-hukum 

musaqah yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Namun, mereka 
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berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga 

bagian, yaitu sebagai berikut:
 66

 

a) Pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan buah-

buahan. Dalam hal ini penggarap tidak terikat dengan akad dan 

tidak boleh dijadikan sebagai syarat. 

b) Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah-buahan dan ada 

bekasnya, seperti menggali sumur atau membangun gudang untuk 

menyimpan buah. Dalam hal ini penggarap juga tidak terikat dan 

tidak boleh dijadikan syarat. 

c) Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah tetapi tidak ada 

bekasnya, seperti menyiram tanaman atau pohon. Dalam hal ini 

penggarap terikat dengan akad dan boleh dijadikan syarat. 

Adapun mengenai hak „amil (penggarap), ia memperoleh bagian 

dari hasil buah-buahan yang diperoleh, misalnya sepertiga, atau 

setengah, sesuai dengan hasil kesepakatan antara penggarap dan 

pemilik. Apabila pohon tidak menghasilkan apa-apa maka kedua 

pihak tidak memperoleh apa-apa, karena tidak berhasilnya buah bukan 

karena rusaknya akad melainkan karena sebab-sebab alamiah. 

3) Menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah 

Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah sepakat dengan Malikiyah 

dalam pembatasan pekerjaan penggarap dan hak-haknya. Mereka 

mengatakan dalam kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan 
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yang manfaatnya untuk buah atau yang rutin setiap tahun seperti 

menyirami pohon dan membersihkan saluran air merupakan 

kewajiban penggarap. Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin dan 

manfaatnya untuk tanah, seperti membuat saluran air atau pagar, 

merupakan  kewajiban pemilik kebun. 

b. Hukum Musaqah yang Fasid 

Akad musaqah menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu 

syarat yang telah ditentukan oleh syara‟. Menurut Hanafiyah, hal-hal 

yang menyebabkan fasidnya akad musaqah adalah sebagai berikut:
67

 

1) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah 

satu pihak saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada. 

2) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh 

untuk salah satu pihak. 

3) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan 

penggarapan. 

4) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap 

karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum 

hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya, menjadi kewajiban kedua 

belah pihak. 

5) Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi 

kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan musaqah. 
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6) Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah 

selesainya masa perjanjian musaqah. 

7) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah 

tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal 

itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad 

musaqah. 

8) Kerjasama musaqah dengan teman serikat (sesama pemilik kebun). 

Seperti satu kebun dimiliki oleh dua orang bersama-sama. Pemilik 

yang pertama memberikan bagian kebunnya kepada temannya 

(pemilik kedua) untuk digarap dengan cara musaqah dengan 

pembagian hasilnya dua pertiga untuknya, sedangkan untuk teman 

serikat yang menjadi „amil diberi sepertiga. Hal ini tidak dibolehkan 

dan menyebabkan musaqah menjadi fasid, karena dalam musaqah 

terkandung ijarah. Dan satu orang tidak boleh sekaligus menjadi ajir 

(tenaga kerja) dan syarik. 

Adapun dampak atau akibat hukum dari fasid-nya musaqah 

menurut Hanafiah adalah sebagai berikut:
 
 

1) Penggarap tidak bisa dipaksa untuk bekerja karena akad yang dapat 

dijadikan dasar untuk memaksanya tidak sah. 

2) Hasil yang diperoleh seluruhnya untuk si pemilik pohon, karena hal 

itu merupakan penambahan atas hak miliknya. Sedangkan „amil 

tidak memperoleh bagian sama sekali. 
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3) Apabila musaqah menjadi fasid, maka penggarap berhak menerima 

upah yang sepadan. 

4) Menurut Abu Yusuf, upah yang sepadan (ujratul mitsli) harus 

ditentukan batasnya, sedangkan menurut Muhammad upah yang 

sepadan harus secukupnya. 

Menurut Malikiyah apabila musaqah rusak sebelum penggarapan 

maka akad menjadi fasakh atau batal. Apabila musaqah rusak setelah 

mulai bekerja, maka akad dibatalkan di tengah-tengah pekerjaanya itu, 

dan penggarap berhak atas upah yang sepadan (ujratul mitsli), jika akad 

berpindah dari musaqah menjadi ijarah fasidah atau jual beli yang fasid. 

Diantara contoh perpindahan dari musaqah kepada ijarah fasidah adalah 

penggarap mensyaratkan tambahan sesuatu yang tertentu dari pemilik 

kebun. 

Dalam contoh ini seolah-olah pemilik menyewa penggarap untuk 

bekerja di kebunnya dengan imbalan tambahan sesuatu dan sebagian dari 

hasil kebun tersebut. Apabila tambahan tersebut dari penggarap untuk 

pemilik kebun maka akad berpidah dari musaqah kepada jual beli fasid, 

yakni menjual buah-buahan sebelum kelihatan bagus atau masak. Dalam 

hal ini penggarap berhak atas upah yang sepadan, dan tidak mendapat 

bagian dari hasil buahnya. 

Apabila musaqah rusak karena kemudaratan, atau karena tidak 

terpenuhi syarat-syaratnya, atau karena adanya penghalang atau gharar 

(penipuan) maka musaqah diteruskan dengan musaqah yang sepadan 
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(musaqah mitsl), seperti musaqah atas buah yang sebagian sudah tua 

(masak) dan sebagian lagi belum. 

Menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah, apabila buah yang keluar 

setelah penggarapan ternyata bukan milik orang yang berakad dengannya 

maka si penggarap berhak mendapat upah yang sepadan atas 

pekerjaannya, karena ia telah kehilangan manfaat dari jerih payahnya 

dalam musaqah tersebut. Di antara hal-hal yang menyebabkan musaqah 

menjadi fasid adalah bahwa masing-masing pihak tidak mengetahui 

bagian masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang 

dalam jumlah tertentu, mensyaratkan pemilik harus bekerja, atau 

mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang 

disepakati.
68

 

7. Berakhirnya Akad Musaqah 

a. Menurut Ulama Hanafiyah 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa musaqah sebagimana dalam 

muzara‟ah dianggap selesai dengan adanya tiga perkara:
69

 

1) Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad. 

Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, 

penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan 

bekerja di luar waktu yang telah disepakati, ia tidak mendapatkan 

upah. Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli 

warisnya dapat melakukan tiga hal: 
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a) Membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu. 

b) Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik. 

c) Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian 

penggarap sekedar pengganti pembiayaan. 

2) Meninggalnya salah seorang yang akad. 

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban 

meneruskan musaqah, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula 

jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharaannya 

walaupun ahli waris pemilik tidak menghendakinya. Apabila kedua 

orang yang akad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah 

ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, musaqah diserahkan 

kepada pemilik tanah. 

3) Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas adanya udzur. 

Diantara udzur yang dapat membatalkan musaqah: 

a) Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan 

mencuri buah-buahan yang digarapnya. 

b) Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja. 

b. Menurut Ulama Malikiyah 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa musaqah adalah akad yang 

dapat diwariskan. Dengan demikian, ahli waris penggarap berhak untuk 

meneruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya menolak, pemilik 

harus menggarapnya. 
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Musaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang 

pencuri, tukang berbuat dzalim atau tidak dapat bekerja. Penggarap boleh 

memburuhkan orang lain untuk bekerja. Jika tidak mempunyai modal, ia 

boleh mengambil bagiannya dari upah yang akan diperolehnya bila 

tanaman telah berbuah. Ulama Malikiyah beralasan bahwa musaqah 

adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya udzur, 

juga tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada 

kerelaan di antara keduanya.
 70

 

c. Menurut Ulama Syafi’iyah  

Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa musaqah tidak batal dengan 

adanya udzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan 

tetapi, pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seorang pengawas sampai 

penggarap menyelesaikan pekerjaannya. Jika pengawas tidak mampu 

mengawasinya.  Tanggung jawab penggarap dicabut kemudian diberikan 

kepada penggarap yang upahnya diambil dari harta penggarap. 

Menurut ulama Syafi‟iyah, musaqah selesai jika habis waktu. Jika 

buah keluar setelah habis waktu, penggarap tidak berhak atas hasilnya. 

Akan tetapi, jika akhir waktu musaqah buah belum matang, penggarap 

berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya. 

Musaqah dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak 

dianggap batal jika pemilik meninggal. Penggarap meneruskan 
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pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi, jika seorang ahli 

waris yang mewarisinya pun meninggal, akad menjadi batal. 
71

 

d. Menurut Ulama Hanabilah 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musaqah sama dengan 

muzara‟ah, yakni termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. 

Dengan demikian, setiap sisi dari musaqah dapat membatalkannya. Jika 

musaqah rusak setelah tampak buah, buah tersebut dibagikan kepada 

pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian waktu akad. Penggarap 

memiliki hak bagian dari hasilnya jika tampak. Dengan demikian, 

penggarap berkewajiban menyempurnakan pekerjannya meskipun 

musaqah rusak.
72

 

Jika penggarap meninggal, musaqah dipandang tidak rusak, tetapi 

dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka tidak 

boleh dipaksa, tetapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk 

mengelolanya dan upahnya diambil dari tirkah (peninggalannya). Akan 

tetapi, jika tidak memiliki tirkah, upah tersebut diambil dari bagian 

penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga musaqah sempurna.
  

Jika penggarap kabur sebelum penggarapannya selesai, ia tidak 

mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak 

mendapatkan apa-apa. Jika pemilik membatalkan musaqah sebelum 

tampak buah, pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.
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Apabila ada udzur yang tidak menyebabkan batalnya akad, 

misalnya penggarap lemah untuk mengelola amanat tersebut, pekerjaannya 

diberikan kepada orang lain, tetapi tanggung jawabnya tetap di tangan 

penggarap, sebagaimana pendapat ulama Syafi‟iyah. Seandainya betul-

betul lemah secara menyeluruh, pemilik mengambil alih dan mengambil 

upah untuknya. 

Ulama Hanabilah pun berpendapat bahwa musaqah dipandang 

selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi, jika keduanya menetapkan 

pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata 

tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.
73

 

8. Hikmah Musaqah 

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan 

pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami 

(memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. 

Maka Allah yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk 

mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang 

masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini 

ada dua hikmah:
74

 

a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga 

dapat mencukupi kebutuhannya. 

b. Saling tukar manfaat diantara manusia. 
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Di samping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena 

pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau 

seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati 

dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih 

sayang antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan 

bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung 

faedah yang besar.
75

 

 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah melakukan studi kepustakaan 

dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain.  

1. Skripsi di tulis oleh Dedri Alvian berjudul: Pelaksanaan Akad Musaqah 

Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih 

Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri 

Hulu Kabupaten Kampar). Skripsi ini berkesimpulan bahwa Pelaksanaan 

akad (Musaqah) kebun karet di Desa Pangkalan Kapas dilakukan secara lisan 

menurut adat kebiasaan dan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut 

dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan 

menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, 1/3. Sistem pelaksanaan akad 

Musaqah antara pemilik kebun dan penyadap di Desa Pangkalan Kapas sudah 

sesuai dengan rukun dan syarat-syarat Musaqah dalam Islam, dimana pemilik 

kebun dan penyadap melakukan kesepakatan dan perjanjian Bagi Hasil yang 
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mana jumlahnya jelas. Maka perjanjian akad bagi hasil karet yang terjadi di 

Desa Pangkalan Kapas sah dan dibolehkan menurut Syari‟at Islam.
76

  

2. Skripsi ditulis oleh Saras Indraini berjudul: Pelaksanaan Kerjasama Musaqah 

Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan 

Kota Pagaralam. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama 

dilakukan dengan sistem keanggotaan dimana setiap pemilik kebun harus 

mendaftarkan diri dahulu jika ingin mengikuti kerjasama ini, dalam 

pelaksanaannya kerjasama ini menggunakan para pekerja yang dibayar 

dengan upah harian, perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis. 

Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah kerjasama yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Meringang disebut dengan musaqah yaitu kerjasama yang 

segala sesuatu pengelolaan keperluan perawatan dan pemeliharaan pohon 

ditanggung oleh pengelola atau penggarap kebun, dan bagi hasilnya sesuai 

dengan kesepakatan yaitu 60 % untuk pengelola dan 40% untuk pemilik 

lahan.
77

 

3. Skripsi ditulis oleh Ely Herawati berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung 

Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Skripsi ini 

berkesimpulan Praktek sistem bagi hasil (Musaqah) kebun karet di Desa 
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Tanjung Bulan ialah dengan menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk 

akad musaqah yaitu pembagian hasil menurut adat kebiasaan yang telah 

disetujui dan dijalankan masyarakat di Desa Tanjung Bulan. Dan cara 

pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara 

pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas 

yaitu 1/2, 1/3, dan 1/5. Tinjauan hukum islam terhadap akad bagi hasil 

tersebut sudah sesuai dengan rukun dan dan syarat-syarat musaqah dalam 

islam.
78

 

4. Skripsi di tulis oleh Mariana Safitri berjudul: Tinjauan Fiqh Muamalah 

Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan 

Kebun Kelapa Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri 

Hilir. Skripsi ini berkesimpulan pada Pelaksanaan akad Musaqah terhadap 

pengelolaan kebun kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang 

Indragiri Hilir menggunakan akad perjanjian yang dinyatakan secara lisan 

(saling percaya) tidak secara tertulis. Yang mana pemilik kebun menyerahkan 

kebun untuk dikelola dan dipanen dengan berbagi hasil dengan cara bagi dua, 

bagi tiga dan bagi lima tergantung kesepakatan. Menurut analisis fiqh 

muamalah bahwa pelaksanaan akad musaqah di Desa Kotabaru Seberida 
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Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah memenuhi rukun dan 

syarat musaqah.
79

 

5. Skripsi ditulis oleh Ratih Apriliana Dewi berjudul: Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada 

Petani Kopi. Skripsi ini berkesimpulan bahwa kerjasama musaqah 

perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap kebun kopi secara 

lisan dan saling percaya. Sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam 

praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 

atau bisa juga dari hasil dari panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah  

pihak. Pandangan hukum islam tentang musaqah perkebunan kopi merupakan 

kerjasama yang belum sesuai dengan hukum islam. Karena akad yang  

digunakan yaitu akad lisan dan  jangka waktu tidak  ditentukan. Sementara 

Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai hendaknya ditulis dan 

ditentukan jangka waktunya agar kerjasama tetap berjalan dengan baik.
80

 

Dari tulisan tersebut diatas dapat dilihat bahwa para penulis telah berusaha 

mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan kerjasama dalam 

pengelolaan perkebunan. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, 

permasalahan tentang akad kerjasama musaqah kebun kelapa sawit ditinjau 

menurut fiqh Muamalah (studi kasus di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa 
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Kabupaten Padang Lawas) belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan 

penelitian ini. 



 

 

41 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di 

lapangan. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
81

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi 

mengenai data yang diperlukan atau tempat dimana penelitian akan dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang 

Lawas. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan 

penelitian atau sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan 
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sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.
82

 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

melakukan kerjasama musaqah di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten 

Padang Lawas. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah salah satu bagian paling mendasar dari setiap 

proses penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini adalah akad kerjasama 

musaqah kebun kelapa sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten 

Padang Lawas. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
83

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan kerjasama musaqah 

pada kebun kelapa sawit sebanyak 12 orang yang terdiri dari 6 orang pemilik 

kebun dan 6 orang pengelola, yang terjadi pada masyarakat Desa Aer Bale 

Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. 
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2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang 

diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.
84

 

Dalam pengambilan sampel untuk pemilik kebun dengan pengelola berjumlah 

12 orang. Jika subjeknya kurang dari 100 orang maka sampelnya dapat 

diambil 100%, dan jika populasi lebih dari 100 orang dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25% atau lebih.
85

 Oleh karena itu penulis menggunakan total 

sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya sedikit.  

 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan 

oleh peneliti secara langsung dari responden atau informan melalui 

wawancara dan observasi.
86

 Dalam penelitian ini terkait dengan akad 

kerjasama musaqah kebun kelapa sawit antara pemilik kebun dan pengelola 

di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 

dari berbagai sumber yang telah ada, yang berupa teori-teori, buku-buku atau 

literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data melalui 

pengamatan yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung 

maupun tidak langsung.
87

 Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan 

langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang akad 

kerjasama musaqah kebun kelapa sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa 

Kabupaten Padang Lawas. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti 

dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam 

hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola 

media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak 

hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap 
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perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang 

bersangkutan.
88

  

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada 

pemilik kebun kelapa sawit dan pengelola di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa 

Kabupaten Padang Lawas mengenai akad kerjasama musaqah antara pemilik 

kebun kelapa sawit dengan pengelola, kemudian hal-hal yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dan wawancara dilakukan 

secara mendalam sehingga penulis membuat daftar pertanyaan untuk pedoman 

wawancara (quide interview). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan 

mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
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penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
 90

 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang 

menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi 

pada variabel yang diteliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat 

dan menngupas sebuah masalah penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah 

analisis sehingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal.
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H. Metode Penulisan 

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang 

benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan 

alat indra peneliti. 

2. Induktif yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum. 

3. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab 

sebelumnya mengenai tinjauan fiqh Muamalah terhadap akad kerjasama musaqah 

kebun kelapa sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, 

maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian 

tersebut sebagai berikut: 

1. Akad musaqah kebun kelapa sawit yang dilakukan di Desa Aer Bale ialah 

menurut adat kebiasaan yang berlaku sejak tahun 2017 yaitu melalui 

perjanjian atas kesepakatan secara lisan antara pemilik kebun dan pengelola 

selama jangka waktu tertentu. Dalam pembagian hasil yang dilakukan adalah 

mengkhususkan hasil (buah) yang diperoleh untuk salah satu pihak saja yaitu 

kepada pengelola berdasarkan kesepakatan bersama. Pemilik kebun hanya 

memperoleh manfaat dari pemeliharaan terhadap kebunnya. Dalam kerjasama 

ini ada dua orang pemilik kebun yang mengalami kerugian karena pengelola 

tidak amanah terhadap perawatan kebun tersebut sehingga hasil panen kebun 

menurun setelah berada di tangan pemilik kebun, sementara di awal akad 

sudah disepakati bersama bahwa kebun tersebut harus dirawat dan dipelihara 

dengan baik oleh pengelola sampai jangka waktu kerjasama berakhir.  

2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad musaqah yang dilakukan antara 

pemilik kebun dan pengelola di Desa Aer Bale belum sesuai dengan rukun dan 
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syarat-syarat musaqah menurut hukum Islam, karena pemilik kebun dan 

pengelola melakukan kesepakatan dengan menentukan bahwa seluruh 

buah adalah milik pengelola sementara pemilik kebun hanya 

memperoleh manfaat dari  pemeliharaan  kebunnya bukan dari 

hasil  panen kelapa sawitnya  karena hal tersebut telah merugikan 

dua orang pemilik kebun sehingga akad tersebut menjadi fasid/batal 

walaupun berdasarkan kesepakatan bersama. Namun untuk empat pemilik 

kebun yang tidak mengalami kerugian akad yang dilakukan sah dan 

diperbolehkan menurut hukum Islam, walaupun rukun akad musaqah belum 

lengkap diterapkan tetapi kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan dan 

pemilik kebun tidak mengalami kerugian. Selain itu perjanjian yang tidak 

dipenuhi oleh pengelola untuk merawat kebun dengan baik sampai masa 

kerjasama selesai dipandang sebagai sebuah dosa besar yang dapat 

mengundang kebencian dan amarah dari Allah Swt karena Allah Swt menyeru 

hambanya untuk memenuhi segala bentuk perjanjian dan kewajiban.  

B. Saran 

 

1. Diharapkan akad musaqah kebun kelapa sawit antara pemilik kebun dan 

pengelola dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian 

hukum, hal tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran serta 

menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.  

2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama musaqah agar 

melaksanakan akad bagi hasil sesuai dengan rukun dan syarat kerjasama 

musaqah menurut hukum Islam agar tidak ada pemilik kebun yang mengalami 
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kerugian. 

3. Diharapkan kepada pengelola kebun kelapa sawit untuk memenuhi perjanjian 

yang telah disepakati di awal akad. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi para 

pemilik kebun dan pengelola dalam upaya meningkatkan pelaksanaan 

kerjasama musaqah yang sesuai dengan syari‟at Islam. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. PEMILIK KEBUN 

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak menyerahkan kebun kelapa 

sawit kepada pengelola? 

2. Bagaimana bentuk akad perjanjian Bapak dengan pengelola? 

3. Apakah Bapak menyebutkan jangka waktu kerjasama saat akad? 

4. Bagaimana sistem pembagian hasil yang Bapak lakukan dengan 

pengelola? 

5. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan pengelola dalam kerjasama ini? 

6. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara pemilik 

kebun dengan pengelola? 

7. Apakah ada sanksi yang Bapak berikan jika pengelola tidak amanah? 

8. Apakah dalam kerjasama ini Bapak memperoleh keuntungan/ kerugian? 

 

B. PENGELOLA 

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak menerima kerjasama dari 

pemilik kebun kelapa sawit? 

2. Umur berapa kelapa sawit tersebut saat diserahkan kepada Bapak untuk 

dikelola?  

3. Bagaimana sistem pengelolaan kebun kelapa sawitnya? 

4. Siapakah yang menanggung alat dan biaya perawatan kebun kelapa sawit 

dalam kerjasama ini? 

5. Apakah ada tanggungjawab yang diberikan pemilik kebun kepada Bapak 

saat akad? 

6. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad? 

7. Apakah dalam pelaksanaan bagi hasil sudah sesuai dengan kesepakatan 

saat akad? 

8. Apakah dalam kerjasama ini Bapak memperoleh keuntungan/ kerugian? 
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